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 Perwujudan  good goverment  masyarakat di setiap daerah menuntut adanya transp aransi dan
keterbukaan dari sektor publik agar masyarakat dapa t mengontrol dan memperbaiki kinerja pemerintah
daerah.Paradigma tersebut pemerintah memberikan oto nomi seluas-luasnya tapi harus diimbangi dengan
Pengelolaan Keuangan Daerah yang tepat. APBD merupa kan agenda strategis dalam meningkatkan
kesejahteraanmasyarakat.Tidak semuadaerahberhas ilmemfungsikanAPBD secara tepat. Tujuanpenelitia n
adalahmengetahuiapakahDinasPerhubunganKotaMan adotelahmelakukanpencatatandenganbaikatautid ak
(sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 dan PP No.24 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah) serta untuk mengatahui kendala-kendala yang  dihadapi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan
keuangan.Metodeanalisisyangdigunakanadalahmet odeanalisisdatahistorisdengancaramengklasifik asidan
mengumpulkan laporankeuanganDinasPerhubunganKot a Manado.Hasilpenelitian inimenunjukkanDinas








    Theembodimentofgoodgovernmentineveryare aofpublicdemandsfortransparencyandopennesso f
the public sector so that people can control and im prove local government performance. The paradigm of
governmentgivingautonomybutmustbebalancedwit hpropermanagementofthearea.Budgetisastrate gic
agenda in improving the wefare of society. Not all areas were functioning. The research objective was to
determinewhether thecity transportationdeparteme ntmanadohasdonewellornot recording(accordin gto
13of2006andpermendagrigovernmentregulationno .24of2005onfinancialmanagement)andtoknowth e
constraints faced indoingthe recordingandreport ingof financial.Theanalyticalmethodused isdes criptive
analysisi method to classify the way and collect th e form of financial statement manado city transport ation
agencies.Usingsecondarydatasourcesmanadocity transportationagencies.Theresultsofthisstudy indicate
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Globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak d apat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia.
Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dun ia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus
berpartisipasi Dalammewujudkanpemerintahyang b aik( Good  governance).  WorldBank dalamMardiasmo
(2004:18) mendefinisikan good governance sebagai su atu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang
sejalandenganprinsipdemokrasi,penghindaran sala h alokasidana investasi, pencegahankorupsi baik s ecara
politikdanadministratif.Kepemerintahanyangbaik setidaknyaditandaidengantigaelemenyaitutrans paransi,
partisipasidanakuntabilitas.
Menanggapi paradigma baru maka pemerintah memberik an otonomi daerah yang bertujuan untuk
mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar mampu berdaya guna dan berhasil guna untuk
penyelenggarapemerintahandanpembangunansertada lamrangkapelayanankepadamasyarakat.Pelaksanaan
otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seber apa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan
termasuk dana perimbangan, tetapi hal tersebut haru s diimbangi dengan sejauhmana instrument atau Sist em
Pengelolaan Keuangan Daerah mampu memberikan nuansa  menejemen keuangan yang lebih adil, rasional,
transparan,partisipatifdantanggungjawab.(Darise ,2009).
DalamsistemPemerintahanDaerahterdapatduasubsi stem,yaituSatuanKerjaPengelolaanKeuangan
Daerah (SKPKD)dan SatuanKerja PerangkatDaerah (S KPD). Laporan keuangan SKPDmerupakan sumber
untuk menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Pen yelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan
memberikanotonomi seluas-luasnyadan secara propor sional kepadadaerah yang diwujudkandengan adanya
pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya n asional yang berkeadilan serta adanya perimbangan
keuanganantarapusatdandaerah.(Nordiawan,2007) Awalnya,denganberlakunyaUndang-UndangNomor22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan ba hwa daerah diberi kewenangan yang luas untuk
menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. P enyebutan SKPD selaku entitas akuntansi ( accounting
entity) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaks anakan proses akuntansi untuk menyusun
laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Guber nur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola
KeuanganDaerahsebagaibentukpertanggungjawabanp engelolaankeuangandaerah.
Kota Manado sendiri masalah yang sering muncul sala h satunya adalah  anggaran APBN maupun
APBD terlalu muluk-muluk tapi sulit terealisasi seh ingga kinerja dari SKPD masih perlu dievaluasi
(beritamanado.com). Informasi lain menyebutkan bahw a keterlambatan data aset yang masuk di Pemerintah
Propinsi mengalami keterlambatan sehingga dalam pro ses pelaporan ke BPK juga ikut mengalami
keterlambatan. PemerintahKota(Pemkot)Manadot erusberupayamenciptakantatakelolapemerintahan yang
bersih dan baik ( clean and good governance ). Terus berupaya menciptakan akuntabilitas keuanga n agar
mencapaiWajarTanpaPengecualian(WTP)danWajibT ertibAdministrasi(WTA),sertaakuntabilitaskiner ja
jugaterusdiupayakanagarbisamasukkategoriWila yahBebasKorupsi(WBK).LaporanKeuanganPemerinta h
Daerah (LKPD) tahun 2011 yang diaudit tahun 2012me nghasilkan opini adversed, yaitu berada satu tingka t
lebihtinggidarihasilaudittahun2010yangdiaud ittahun2011yangmenghasilkandisclaimerofopini on.
DinasPehubunganKotaManadosebagaisalahsatuSat uanKerjaPerangkatDaerah(SKPD)yangadadi
wilayah pemeritahan kota Manado sekaligus sebagai p engguna anggaran juga harus membuat
pertanggungjawabanataskewenanganyangdilaksanaka nnyasesuaiPeraturanMenteriDalamNegeriNomor13
Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan dae rah dan peraturan pemerintahNomr 24 Tahun 2005
tentang standar akuntansi pemerintah. Dari uraian d an permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk




  Adapuntujuanyangingindicapaiolehpeneliti adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan dan pelaporan  keuangan pada satuan kerja perangkat daerah
(SKPD)DinasPerhubunganKotaManado
2. Untukmengetahui kendala-kendala apa saja yang diha dapi olehDinas PerhubunganKotaManadodalam
melakukanpencatatandanpelaporankeuangantersebu t.
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tidak yang keseluruhannya merupakan sebuah kesatuan . Selain itu sistem merupakan suatu hal yang ritmis ,
berulang kali terjadi, atau langkah-langkah terkoor dinasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan terte ntu.




Sistem akuntansi adalah rangkaian kegiatan yang dil akukanmenejemen untukmenyajikan informasi
yangdiperlukanolehpihak-pihakdiluarorganisasi sesuaidenganprinsip akuntansiberlakuumum. (Fees dan
Warren 1990, dikutip oleh Halim 2010). Sedangkan da lam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan  bahwa sistem akuntansi pemerintah merupakan
rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi
akuntansisejakanalisistransaksisampaidenganpe laporankeuangandilingkunganorganisasipemerinta h.
Era reformasi ini telahmelakukankoreksi secarame nyeluruh terhadap sistemkeuanganNegara yang
dipergunakan pada masa pemerintahan orde baru dalam  upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan Negara. Koreksi pertama dengan  menyatukan anggaran Negara yang tadinya dibagi
dalamduakelompok,yakni:anggaranrutindanangg aranpembangunan.Dalammasaordebaru,anggaranru tin




Pemerintah daerah sekarang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam
menyediakanpelayananpublikdemipeningkatankesej ahteraandankualitashidupmasyarakat.Otonomidae rah
meliputiberbagaiaspek,yaituhubunganantaraPeme rintahPusatdanPemerintahDaerah,bentukdanstru ktur




Undang-undangNomor33 tahun2004 tentang Perimbang anKeuanganmenyatakanpemerintahpusat
dan pemerintah daerahmerupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Tujuan utama  dari kedua Undang-undang tersebut bukan hanya
keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan d ari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi
yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan  efektikitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam
rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepa da masyarakat. Dalam PP Nomor 58 tahun 2005 juga
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan K euangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputiperencanaan,pelaksanaan,penatausahaanpe laporan,pertanggungjawabandanpengawasankeuangan





PP Nomor 17 Tahun 2003 Bab III APBN menyatakan APBN  terdiri atas anggaran pendapatan,
anggaran belanja, dan pembiayaan. APBN disusun sesu ai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
negara dan kemampuan dalammenghimpun pendapatan ne gara. PenyusunanRancanganAPBN sebagaimana
dimaksuddalamayat(1)berpedomankepadarencanak erjaPemerintahdalamrangkamewujudkantercapainya
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belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dila kukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKP D
berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. (Santoso,2007).  SistemAkuntansi










     b.Neraca
     c.Catatanataslaporankeuangan























 Salah satu kegiatan dalampenelitian ini adalahmer umuskan teknik pengumpulandata sesuai dengan
masalah yang diteliti. Agar diperoleh data dan kete rangan yang lengkap maka harus menggunakan teknik
pengumpulandata yang tepat.Untuk itu teknik yang di gunakandalampenelitian ini adalahStudiLapang an,
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1. Wawancaralangsung,yaitudenganpercakapanlang sungsertatanyajawabdengandinasperhubungankot a
manado.
2. Studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan pe nelusuran terhadap dokumen-dokumen yang
mendukungpenelitian.









Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang dit erima oleh dinas perhubungan kota manado
selamaTahunAnggaranbersangkutan.Transaksipener imaankashanyadilakukanolehBendaharaPengeluara n
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Berdasarkan hasil data penelitian, Laporan Realisas i Anggaran Dinas Perhubungan tahun anggaran
2011berupapendapatandanbelanja.
Total realisasi pendapatan untuk tahun 2011 adalah Rp 3.318.631.825 ini menunjukan telah terjadi
realisasianggaransebesar76,80%dariyangtelah dianggarkansebesarRp4.321.254.783.
Total realisasi belanja selama tahun anggaran 2011 sebesarRp 11.941.387.837 inimenunjukan telah




-  BelanjaModalPeralatandanMesinRp452.630.750(7 6,93%)

2.Neraca
Berdasarkan data penelitian, Neraca Dinas Perhubung an Kota Manado Tahun anggaran 2011
menunjukanbahwaasetyangdimilikiolehDinasPerh ubunganKotaManadosebesarRp28.735.297.125yang
terdiri dari aset lancerRp19.112.000, aset tetap 28.671.185.125dan aset lainnyaRp45.000.000.Kewa jiban





Pencatatan laporan keuangan padaDinas Perhubungan KotaManado belum sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pe doman Pengelolaan Keuangan dan peraturan
pemerintah nomor 24 tahun 2005 tenteng stándar Akun tansi Pemerintahan Daerah, hal ini berdasarkan
karakteriktikkualitatifdiPPNomor24Tahun2005 makakomponenlaporankeuangandiDinasPerhubungan
tidak lengkap (tidak ada catatan atas laporan keuan gan dan laporan arus kas). Tapi informasi yang disa jikan
tepat waktu, memiliki feedback value (mengoreksi ekspektasi dimasa lalu) dan memiliki ma nfaat prediktif
(memprediksimasayangakandatang).
DalamprosespenyusunanlaporankeuangandiDinasP erhubunganterdapatbeberapakendalayangdi
hadapi, seperti kurangnya kordinasi dengan PEMKOT M anado tentang format laporan keuangan yang
digunakan, sehinggah menimbulkan beberapa kekelirua n dalam penyusunan laporan keuangan, seringnya
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Penediaan informasi dalam laporan keuangan yangdi
buat oleh dinas perhubungan telah sesuai dengan
peraturanpemerintahNo.24tahun2005






Laporan keuangan yang di sediakan oleh dinas






















Akuntansi Pemerintahan), karena belummenerapkan se cara keseluhan konsep laporan keuangan, yaitu tidak
adanyacatatanataslaporankeuangandanlaporanar uskas.Dantidakmenyajikanakumulasipenyusutanu ntuk
belanjamodal padaneraca.Akibatnyapenyajiannila i aktiva tetap tersebut tidak sesuaidengankeadaan yang
sesungguhnya,bisadilihatdiaktivatetapyangsud ahhampirhabismasapakainyabahkansudahtidakla yaklagi
digunakanmasihdisajikansebesarnilaiperolehan. Sertaterdapatnyabeberapakendaladalamprosespen catatan
laporankeuanganseperti, sepertikurangnyakordina sidenganpemerintahkotamanadotentangformat lap oran
keuanganyangdigunakan,sehinggahmenimbulkanbebe rapakekeliruandalampenyusunanlaporankeuangan,
seringnyaterlambatpengumpulandokumen/notadaris etiapbidangdankurangnyaperhatianterhadapperat uran




  Sebaiknya untuk tahun anggaran 2012  dan seterusn ya, Dinas Perhubungan Kota Manado dalam
pengelolaan keuangan daerah telah berpedoman sepenu hnya pada peraturan yang ada, agar pengelolaan
keuangandaerah benar-benarefektifdapat terwujud danlaporankeuanganyangdisajikandapatberguna bagi
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